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ABSTRAK 

 

Jefri Ardiansyah 

(2024) 

: Efektivitas Mediasi Pada Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru Dalam 

Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial 

 

Perselisihan dalam kasus pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena 

adanya faktor-faktor yang dilanggar oleh pekerja maupun perusahaan. Faktor-

faktor yang disebabkan oleh pekerja diantaranya pengunduran diri dari pihak 

pekerja, pekerja mangkir kerja melewati batas waktu tertentu, pekerja yang 

mengalami sakit berkepanjangan, dan faktor lainnya, serta faktor-faktor yang 

disebabkan oleh perusahaan diantaranya pemutusan hubungan kerja 

sepihak,perusahaan yang mengalami kerugian dan tutup, perusahaan pailit, dan 

kasus lainnya yang menyebabkan terjadinya perselisihan hubungan industrial 

antara pekerja dengan perusahaan. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

efektivitas mediasi pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru serta apa faktor 

penghambat yang di hadapi oleh mediator dalam proses penyelesaian sengketa 

huungan industrial di Kota Pekanbaru. 

Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris atau sosiologis dengan metode 

pendekatan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Penulis melakukan penelitian 

langsung kelapangan yang berlokasikan di Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Pekanbaruyang berada di jalan Samarindah Nomor 29 Tangkerang Utara, 

Kecamatam Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau 28126. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilakukan 

pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru kurang efektif, dikarenakan pada 

tahun 2023, terdapat 24 kasus yang dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Pekanbaru. Dari 24 kasus tersebut hanya terdapat 4 kasus yang bisa diselesaikan 

melalui proses mediasi. Hal ini disebabkan oleh kurang kooperatifnya para pihak 

yang berpekara dalam perselisihan hubungan industrial serta kurangnya sarana 

dan prasarana mediasi dan tidak seimbangnya antara jumlah mediator dan jumlah 

kasus perselisihan hubungan industrial di Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru. 
 

Kata kunci: Efektivitas, Mediasi, Hubungan Industrial. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini era globalisasi mengharuskan banyaknya tuntutan persaingan di 

dunia usaha, untuk itu perusahaan harus berusaha meningkatkan kinerja usahanya 

melalui pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien karena banyaknya 

permasalahan tentang sumber daya manusia yang ada didalam organisasi atau 

perusahaan akan dapat menciptakan perselisihan dalam hubungan kerja. Sumber 

daya manusia atau tenaga kerja merupakan elemen penting yang ada dalam 

perusahaan dan sangat dibutuhkan untuk melakukan beragam aktivitas untuk 

mendorong perkembangan perusahaan.
1
 Ketika permasalahan perusahaan tidak 

dapat diselesaikan dengan baik maka dapat berimbas pada adanya pemutusan 

hubungan kerja dalam perusahaan yang dapat merugikan pihak perusahaan atau 

tenaga kerja.  

Fakta menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja seringkali 

menimbulkan ketidakpuasan bagi salah satu pihak dikarenakan masing-masing 

pihak memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi terjadinya 

pemutusan hubungan kerja. Pengusaha menganggap terjadinya pemutusan 

hubungan kerja merupakan hal yang wajar di dalam kegiatan perusahaan. Bagi 

pekerja atau buruh, terjadinya pemutusan hubungan kerja berdampak sangat luas 

bagi kehidupan tidak hanya bagi dirinya pribadi namun juga keluarganya. 

Pemutusan hubungan kerja jelas akan menyebabkan seorang pekerja atau buruh 

                                                           
1
 Daraba, “Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Di 

Kota Makassar”. Volume 13., No.1., (2018) . h. 7-8 
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kehilangan mata pencahariannya. Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan 

sebuah tindakan yang identik dengan penyalesaian kontrak kerja yang dapat 

merugikan pihak karyawan, beberapa tahun silam tindakan PHK menjadi suatu 

hal yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja karena kondisi 

kehidupan politik yang goyah, kemudian disusul dengan ketidak kesetabilan 

kondisi perekonomian yang berdampak pada banyak industri yang harus gulung 

tikar, dan tentu saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan 

dengan sangat tidak terencana.
2
 Kondisi inilah yang menyebabkan orang yang 

bekerja pada waktu itu selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan, kapan 

giliran dirinya diberhentikan dari pekerjaan yang menjadi penopang hidup 

keluarganya  

Mengingat fakta dilapangan bahwa mencari pekerjaan tidaklah mudah 

seperti yang dibayangkan. pemutusan hubungan kerja yang terjadi, sering kali 

dapat berpengaruh pada karyawan lain yang sedang bekerja dan berdampak pada 

konsentrasi karyawan dalam bekerja, karyawan menjadi malas, tidak semangat 

bekerja sehingga karyawan akan semakin mengalami stress yang berlarut-larut 

dan berkepanjangan, yang makin memburuk kondisi fisik maupun psikis 

karyawan. 

Banyaknya pengaduan dibedakan menjadi beberapa jenis pengaduan 

perselisihan dalam hubungan industrial, jenis tersebut ialah perselisihan hak, 

kepentingan, PHK, dan serikat pekerja/buruh.  Untuk itu, pihak Dinas Tenaga 

Kerja selaku mediator dalam hal ini harus memfasilitasi dan memberikan solusi 

                                                           
2
 Syafrida, “Pemutusan hubungan kerja masa pandemi Covid-19 perusahaan terancam 

dapat dipailitkan”. Jurnal Pamulang Law Review, volume 2 No.2  (2020) h. 19 
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agar perselisihan yang terjadi dapat menciptakan solusi sehingga perselisihan 

dapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, permasalahan ketenagkerjaan 

dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana proses penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial bersadarkan Pasal 8 Undang-undang No 2 Tahun 2004 

tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun dalam kenyataan 

masih banyak para pelaku proses produksi yaitu unsur pekerja serta pengusaha 

dan juga pemerintah, belum memahami secara komprehensif.
3
  

Hal tersebut bisa dimaklumi karena dalam system beberapa lembaga baru 

yang bisa dilibatkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dibagi 

menjadi dua tahap yaitu tahap penyelesaian diluar pengadilan dan tahap 

penyelesaian didalam pengadilan. Tahap penyelesaian di dalam pengadilan yaitu 

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Kota Pekanbaru. Sedangkan tahap 

penyelesaian di luar pengadilan bisa dilakukan memalui mediasi, dan pihak yang 

menjadi mediator telah ditentukan melalui UUD yaitu Dinas Tenaga Kerja 

Kab/Kota dimana seorang pekerja itu tinggal.  

Perselisihan dalam kasus pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena 

adanya peraturan yang dilanggar oleh pekerja, perusahaan menghadapi kerugian 

atau tutup, perusahaan pailit, pengunduran diri dari pihak pekerja, pekerja 

mangkir kerja dan melewati batas waktu, pekerja mengalami sakit 

berkepanjangan, dan kasus lainnya. Untuk itu, Dinas Ketenagakerjaan harus 

melakukan tindakan lanjutan apabila terdapat perselisihan dari adanya tindakan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga harapannya kedua belah pihak dapat 

                                                           
3
 Wijaya, A. T, “Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa 

Pandemi Covid-19 Melalui Mediator.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Volume 1 

No. 2 (2020) h. 474-485 



 

 

4 

mendapat solusi yang tidak merugikan masing-masing melalui bantuan Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi Kota Pekanbaru. 

Melihat banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) salah satu wilayah 

yang memiliki permasalahan di perusahaan terjadi di salah satu kota di Indonesia 

yaitu pada permasalahan pemutusan hubungan kerja di Kota Pekanbaru. Kota 

Pekanbaru merupakan salah satu wilayah yang mempunyai banyak sumber daya 

manusia yang berdampak pada banyaknya perusahaan yang ada diwilayah 

tersebut.  

Berdasarkan data perusahaan yang ada di kota Pekanbaru per-2023 jumlah 

perusahaan yang ada di kota Pekanbaru ialah sebanyak 30 perusahaan. Banyaknya 

perusahaan memberikan tugas penting bagi Dinas Ketenagakerjaan yang 

berfungsi untuk melakukan pembinaan pada urusan pemerintah dibidang tenaga 

kerja dan perindustrian.
4
 Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru dari tahun ketahun 

sudah menerima laporan pengaduan kasus dari pekerja mengenai masalah 

ketenagakerjaan. Masalah yang di laporkan meliputi pengaduan kasus perselisihan 

yang umumnya banyak menimpa pekerja.  

Tercatat 24 kasus pengajuan pada tahun 2023. Dalam proses penyelesaian 

sengketa hubungan industrial terdapat 20 kasus yang di anjurkan oleh Dinas 

Ketenagakerjaan. Banyaknya  pengaduan hubungan industry yang ada di kota 

Pekanbaru dan memberikan pandangan permasalahan yang kompleks dan terdapat 

pada sejumlah perusahaan di Pekanbaru. Untuk itu penyelesaian kasus 

Perselisihan Hubungan Industrial dan PHK memerlukan tata cara menurut 

                                                           
4
 Fatisia Laila, “Peran Mediator Dalam Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial (Studi Kasus Tentang PHK di Disnaker Provinsi Sumatra Utara)”. Jurnal Universitas 

Darma Agung: Medan. Volume 3 No. 2 (2020) h. 8 
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perundang-undangan yang berlaku agar dapat menciptakan suasana kemantapan, 

ketertiban, sehingga terwujudlah penyelesaian yang efektif, efisien, murah dan 

adil dengan dilandasi musyawarah mufakat anatar pihak yang berselisih  Jenis  

pengaduan yang terdapat pada hubungan industrial didominasi oleh perselisihan 

hak dan PHK. Untuk itu, pihak Dinas Tenaga Kerja selaku mediator dalam hal ini 

harus memfasilitasi dan memberikan solusi agar perselisihan yang terjadi dapat 

menciptakan solusi sehingga perselisihan dapat diselesaikan dengan baik. Dengan 

demikian, permasalahan ketenagkerjaan dapat diselesaikan dengan baik. 

Sebagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial bersadarkan 

Pasal 8 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial, namun dalam kenyataan masih banyak para pelaku proses 

produksi yaitu unsur pekerja serta pengusaha dan juga pemerintah, belum 

memahami secara komprehensif.
5
  

Efektifitas mediasi dalam peneyelesaian masalah industrial pada dinas 

perindustrian dan tenaga kerja  kota Pekanbaru belum sepenuhnya terutama factor 

hukum dan factor kebudayaan. Hal ini dikarenakan adanaya aturan yang tidak 

sesuai pada pasal 8 Undang undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial serta masih kurangnya implementasi 

musyawarah dan mufakat sebagai budaya Indonesia pada pelaksanaan mediasi. 

Selain itu mediator pada dinas ketenagakerjaan kota Pekanbaru menghadapi 

beberapa kendala seperti pihak pekerja dan pihak perusahaan tidak ada yang mau 

mengalah sehingga sulit untuk mendapatkan kesepakatan, pihak pengusaha tidak 

                                                           
5
 Febriani. Analisis Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Menangani Masalah Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) di Kota Pekanbaru Jurnal Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim. (2017) h. 9 
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bisa hadir secara langsung, pihak perusahaan yang terkadang sulit untuk 

kooperatif dalam proses mediasi. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti 

permasalahan dengan judul “Efektivitas Mediasi Pada Dinas Ketenaga kerjaan 

Kota Pekanbaru Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial”. 

B. Batasan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas serta titik 

tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah dalam 

penelitian ini pada tahun 2023 di Kota Pekanbaru serta penelitian ini mengkaji 

tentang efektivitas mediasi dinas ketenagakerjaan dalam penyelesaian hubungan 

industrual. 

C. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di rumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektifitas mediasi Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Pekanbaru dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial? 

2. Apa faktor penghambat yang dihadapi oleh mediator dalam proses 

penyelesaian sengketa hubungan industrial di Kota Pekanbaru? 

D. Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui Efektivitas mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Pekanbaru dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial. 
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b) Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh mediator 

dalam proses penyelesaian sengketa hubungan industrial di Kota 

Pekanbaru. 

2. Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah dan memperkaya 

konsep- konsep , teori – teori terhadap pengembangan ilmu Hukum 

b) Manfaat praktis 

Bagi dinas tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan kota 

Pekanbaru di harapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat dalam 

memperhatikan perusahaan penyalur tenaga kerja agar kedepannya 

dapat melihat perkembangan dan pelaksanaan norma kerja perusahaan 

penyalur tenaga kerja. 

c) Manfaat akademis 

Bagi pengangguran tinggi , hasil penelitian ini di harapkan dapat 

menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi 

civitas akademika 

 .
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Umum Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan 

Kerja 

Berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenegakerjaan, hubungan kerja adalah antara pengusaha dengan pekerja/buruh 

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan 

perintah. Sedangkan hubungan industrial adalah hubungan formal yang terdapat 

antar kelompok manajemen dan kelompok karyawan yang terdapat dalam suatu 

perusahaan Hubungan industrial, yang merupakan keterkaitan kepentingan antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, 

bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. 
6
 

Berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang 

berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri 

dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan nilai-nilai 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Hubungan industial adalah Hubungan semua pihak yang terkait atau 

berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Pihak 

yang berkepentingan dalam setiap perusahaan. 

                                                           
6
 Wijaya, A. T, “Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa 

Pandemi Covid-19 Melalui Mediator.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Volume 1 

No. 2 (2020) h. 474-485 



 

 

9 

Berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja 

kareana suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban 

antara pekerja/buruh dan pengusaha. Sedangkan pemutusan hubungan kerja 

adalah suatu proses pelepasan keterikatan kerja sama antara perusahaan dengan 

tenaga kerja, baik atas permintaan tenaga kerja yang bersangkutan maupun atas 

kebijakan perusahaan yang karenanya tenaga kerja tersebut dipandang sudah tidak 

mampu lagi atau karena perusahaan yang tidak memungkinkan. Pemutusan 

hubungan kerja (PHK) atau pemberhentikan karyawan adalah pemutusan 

hubungan kerja,baik untuk sementara maupun untuk selamanya yang dilakukuan 

oleh perusahaan atas permintaan karyawan atau karena kehendak pihak 

perusahaan.
7
  

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bukan 

hanya pengusaha yang dapat mengakhiri hubungan kerja, tetapi juga karyawan. 

Sehingga pemutusan hubungan kerja boleh dilakukan oleh setiap organisasi atau 

perusahaan asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan UU 

Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP), atau PKB.  

Perselisihan hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004 tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial adalah perbedaan 

pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan 

pengusahan dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh 

karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan 

                                                           
7
 Fatisia Laila, “Peran Mediator Dalam Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial (Studi Kasus Tentang PHK di Disnaker Provinsi Sumatra Utara)”. Jurnal Universitas 

Darma Agung: Medan. Volume 3 No. 2 (2020) h. 8 
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pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat 

buruh dalam suatu perusahaan.
8
 Perselisihan hubungan industrial adalah 

perbedaan pendapat atau perselisihan pengusaha dengan pekerja dan atau serikat 

pekerja berkaitan dengan syarat-syarat kerja seperti pemenuhan hak-hak pekerja 

dan atau serikat pekerja, harapan atau kepentingan pekerja, dan pemutusan 

hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja di satu perusahaan. 

Adapun jenis perselisihan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004 adalah:  

1. Perselisihan Hak: adalah perselisihan yang timbul karena tidak 

dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama  

2. Perselisihan Kepentingan: perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja 

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai perbuatan dan/atau 

perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau 

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.  

3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja: adalah perselisihan yang timbul 

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan 

kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.  

Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, definisi pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran 

hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak 

                                                           
8
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial;  
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dan kewajiban antara buruh/pekerja dan pengusaha. Mengenai PHK itu sendiri 

secara khusus juga diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Dengan 

berlakukan UU PPHI 2004 tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 

tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta dan Undang- undang 

Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P3) 

dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan pelaksanaan kedua undang-undang 

tersebut masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU PPHI 2004. 

UU PPHI 2004, istilah sengketa yang digunakan adalah perselisihan atau 

perselisihan hubungan industrial  

Dalam Satu Perusahaan adalah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh lain hanya dalam satu perusahaan, 

karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak 

dan kewajiban ke serikat pekerja. Perselisihan hubungan industrial pada dasarnya 

diselesaikan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (Pengadilan PHI). 

Adapun tahapan penyelesaian perselisihan hubungan indutrial di luar pengadilan 

yang digunakan sebagai indikator pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bipartit  

Lembaga bipartit terdiri dari wakil pengusaha dan wakil pekerja dan atau 

serikat pekerja. Bila dalam perusahaan belum terbentuk serikat pekerja, 

wakil pekerja di Lembaga Bipartit dipilih mewakili unit-unit kerja dan 

atau kelompok profesi. Bila terdapat lebih dari satu serikat pekerja, wakil 

mereka di Lembaga Bipartit ditetapkan secara proporsional. Semua jenis 
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perselisihan diupayakan diselesaikan di Lembaga Bipartit. Kesepakatan 

atau kompromi yang di Lembaga Bipartit dirumuskan dalam bentuk 

Persetujan Bersama dan ditandatangani oleh para pihak yang berselisih. 

Bila satu pihak tidak melaksanakan persetujuan bersama (PB) tersebut, 

pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi 

kepada Pengadilan  PHI di Pengadilan Negeri setempat tidak diatur secara 

khusus dalam Undang-undang. Walaupun tidak diatur secara khusus 

dalam Undang-Undang serikat-serikat pekerja di satu perusahaan dapat 

membentuk Forum Komunikasi Antar Serikat Pekerja. Penyelesaian 

perselisihan antar serikat pekerja dianjurkan dilakukan secara bipartit 

dalam forum ini bila mereka enggan menyelesaikannya di Lembaga 

Bipartit yang telah ada.  

2. Mediasi oleh Mediator  

Setiap kantor Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan mengangkat beberapa orang pegawai sebagai mediator 

yang berfungsi melakukan mediasi menyelesaikan perselisihan antara 

pengusaha dengan pekerja. Atas kesepakatan bersama, pengusaha dan 

pekerja atau serikat pekerja memilih seorang mediator dari daftar nama 

mediator yang tersedia di Kantor Pemerintah setempat, kemudian secara 

tertulis mengajukan permintaan untuk membantu menyelesaikan 

perselisihan mereka.  
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3. Konsiliasi oleh Konsiliator  

Konsiliasi adalah anggota masyarakat yang telah berpengalaman di bidang 

hubungan industrial dan menguasai peraturan perundangundangan 

ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri melakukan konsiliasi dan 

anjuran tertulis kepada pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja 

menyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan 

hubungan kerja.  

4. Arbitrase oleh Arbiter  

Arbitrase adalah penyelesaian perselisihan oleh seorang atau tiga orang 

arbiter, yang atas kesepakatan para pihak yang berselisih diminta 

menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan 

perselisihan antar serikat pekerja Dalam hal pihak yang berselisih memilih 

3 orang arbiter, dalam 3 hari masing masing pihak dapat menunjuk 

seorang arbiter, dan paling lambat 7 hari sesudah itu, kedua arbiter tersebut 

menunjuk arbiter ketiga sebagai Ketua Majelis Arbiter. Sama halnya 

dengan juru atau dewan pemisah dalam UU Nomor 22 tahun 1957, arbiter 

menurut RUU PPHI ini harus memenuhi syarat tertentu yang oleh 

pemerintah dan terdaftar di Kantor Pemerintah yang membidangi 

ketenagakerjaan. Dalam kesepakatan memilih penyelesaian arbitrase, 

pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja membuat surat perjanjian 

arbitrase yang antara lain memuat pokok persoalan perselisihan yang 

diserahkan kepada arbiter, jumlah arbiter yang akan dipilih dan kesiapan 

untuk tunduk pada dan menjalankan keputusan arbitrase.  
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2. Teori Penyelesaian 

Resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditujukan untuk 

menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam berbagai lini kehidupan 

manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Miall bahwa resolusi konflik adalah 

istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang 

dalam dan berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Pada hakikatnya 

resolusi konflik itu dipandang sebagai upaya penanganan sebab- sebab konflik 

dan berusaha menyelesaikan dengan membangun hubungan baru yang bisa 

tahan lama dan positif di antara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang 

bermusuhan.
9
  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa resolusi 

konflik adalah suatu cara pihak-pihak yang berkonflik dengan atau tanpa 

bantuan pihak luar untuk menyelesaikan konflik. Resolusi konflik juga 

menyarankan penggunaan cara- cara yang lebih demokratis dan konstruktif 

untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-

pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka 

sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk 

menjembatani dan membantu pihak-pihak yang berkonflik dalam 

memecahkan masalahnya dengan diutamakan cara yang damai. 
10

 

Sebuah konfik merupakan salah satu gejala dalam lingkungan sosial 

yang tidak dapat dihindarkan baik untuk segi lingkup kecil maupun lingkup 

                                                           
9
 Djumadi, “Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014) Cet.ke 1 h. 14. 
10

 Lalu Husni, “Pengantar Hukum Ketengakerjaan,” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014) . Cet ke 2 h.62. 
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masyarakat luas. Adanya konflik disebabkan oleh persamaan sekaligus 

perbedaan dari kepentingan masing-masing individu atau kelompok. Tidak 

hanya itu, konflik juga dapat terjadi dilingkungan pekerjaan yang dapat dipicu 

oleh salah satu sebab yaitu ketengangan pekerja dengan pemilih perusahaan 

dan menciptakan pertentangan dan perselisihan. Adanya perselisihan akan 

sangat mengganggu dan dapat mempengaruhi pengelolaan dan kerjasama baik 

diperusahaan maupun dimasyarakat.  

Adanya perselisihan atau konflik harus segera diperbaiki dan 

diselesaikan seperti keadaan semula sebelum adanya konflik, konflik dapat 

mempengaruhi pencapaian individu atau kelompok yang berasal dari suasana 

hati yang tidak seimbang dan berakibat pada totalitas kerja yang menurun. 

Didalam lingkup hubungan kerja, perselisihan dapat terjadi karena adanya hak 

yang dimiliki belum ditetapkan secara sah, terdapat perjanjian dan peraturan 

kerja yang tidak diimplementasikan dengan baik. Alih-alih penyelesaian 

konflik, masing-masing pihak harus memiliki titik terang dan tidak saling 

merugikan. Untuk itu, perselisihan harus segera ditangani dan deiselesaikan 

dengan baik yang dapat dibantu oleh sebuah organissasi atau lembaga dengan 

manajemen konflik yang baik atau adanya resolusi konflik yang tepat dan 

efisien. 
11

 

3. Mediasi 

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada  

keterlibatan pihak ketiga yang netral (Mediator), yang secara aktif membantu 

                                                           
11

 A. Siti Seotami, “Pengantar Tata Hukum Indonesia”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2007) h. 94. 
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pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat 

diterima oleh semua pihak. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

melalui mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata di luar 

pengadilan sebagaimana diatur didalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselishan Hubungan Industrial.
12

  

Penyelesaian melalui mediasi merupakan alternatif penyelesaian 

sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non 

litigasi) salah satunya melalui mediasi, hal ini berangkat dari pemikiran bahwa 

penyelesaian perkara di lembaga peradilan belum mampu menyelesaikan 

sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Mediator 

Hubungan Industrial harus mengupayakan agar tercapai kesepakatan diantara 

pihak yang bertikai untuk mencapai kompromi atau penyelesaian yang dapat 

diterima oleh kedua belah pihak dengan mengemukakan alasan- alasan 

penting secara persuasif.  

Alur proses mediasi adalah sebagai berikut: 

1. Setelah menerima pengeaduan pelimpahan perselisihan, maka mediator 

wajib menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

kerja terhitung sejak menerima pengaduan pelimpahan perselisihan;  

2. Mediator harus mengadakan penelitian tentang pokok perkara dan 

mengadakan sidang mediasi;  

3. Mediator dapat memanggil satu saksi ahli guna diminta dan di dengar 

kesaksiannya jika diperlukan;  

                                                           
12

 F.X Djumialdi, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)  h. 24. 
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4. Apabila tercapai kesepakatan, maka dibuat Perjanjian Bersama (PB) yang 

ditandatangani kedua belah pihak;  

5. Apabila tidak tercapai Kesepakatan, maka Mediator mengeluarkan 

Anjuran Tertulis yang dilimpah-kan kepada kedua belah pihak  

4. Pemutusan hubungan kerja 

Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, jika seorang pegawai 

tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”), maka 

mengenai pemutusan hubungan kerja (“PHK”) mekanismenya diatur dalam 

Pasal 161 ayat (1)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan.Syarat untuk melakukan PHK, yaitu: Dalam hal 

pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat 

melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang 

bersangkutan diberikansurat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara 

berturut-turut. 
13

 

Pada dasarnya melalui Pasal 151 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan telah disebutkan bahwa “pengusaha, pekerja/buruh, 

serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus 

mengusahakan agar jangan terjadi PHK”. Jika PHK tidak bisa dihindarkan, 

tetap wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh 

atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak 

menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Barulah apabila hasil 

perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat 

                                                           
13

 Ibid  
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memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh 

penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Adapun lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 

dimaksud adalah Mediasi Hubungan industrial, konsiliasi Hubungan 

Industrial, Arbitrase Hubungan Industrial dan Pengadilan Hubungan 

Industrial.  

Di Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan disebutkan, jika PHK tanpa adanya penetapan dari lembaga 

penyelesaian hubungan industrial akan menjadi Batal Demi Hukum. Artinya, 

PHK sepihak tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan selama putusan 

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik 

pengusaha maupun pekerja/ buruh harus tetap melaksanakan segala 

kewajibannya. Apabila tindakan perusahaan memutuskan sepihak. Artinya 

Demi Hukum, Pekerja tersebut masih menjadi karyawan yang sah. Dan harus 

tetap melakukan tugas dan kewajiban selayaknya jabatan yang di emban serta 

mendapat upah atas apa yang sudah dilakukan terhadap Perusahaan tersebut 

selama belum ada keputusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial.  

Sedangkan, JikaPekerja Kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT),makaapabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja 

sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalamPKWT, atau 

berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 
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pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi 

kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu 

berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.  

Menurut Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, perjanjian kerja berakhir apabila:  

1. Pekerja meninggal dunia;  

2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja (untuk PKWT);  

3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; atau  

4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat 

menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.  

Jika perusahaan melakukan PHK secara sepihak/ sewenang-wenang, 

maka langkah yang dapat ditempuh adalah melaporkan tindakan perusahaan 

kepada instansi ketenagakerjaanpada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 

dan pemerintah kabupaten/kota karena merupakan pengawas ketenagakerjaan 

berdasarkan Pasal 178 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. Apabila tidak menemukan penyelesaian yang baik, barulah 

kemudian Anda dapat menempuh langkah dengan memperkarakan PHK yang 

sewenang-wenang ke pengadilan hubungan industrial sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).  
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Dalam kehidupan sehari-hari pemutusan hubungan kerja antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha lazimnya dikenal dengan istilah PHK atau 

pengakhiran hubungan kerja, yang dapat terjadi karena telah berakhirnya 

waktu tertentu yang telah disepakati/diperjanjikan sebelumnya dan dapat pula 

terjadi karena adanya perselisihan antara pekerja/buruh atau karena sebab lain. 

Dalam praktik, pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena 

berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, tidak 

menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah pihak (pekerja/buruh 

maupun pengusaha) karena pihak-pihak yang bersangkutan sama-sama telah 

menyadari atau mengetahui saat berakhirnya hubungan kerja tersebut sehingga 

masing-masing telah berupaya mempersiapkan diri dalam menghadapi 

kenyataan itu. Berbeda halnya dengan pemutusan yang terjadikarena adanya 

perselisihan, keadaan ini akan membawa dampak terhadap kedua belah pihak. 

Lebih-lebih pekerja/buruh yang dipandang dari sudut ekonomis 

mempunyai kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan pihak 

pengusaha. Karena pemutusan hubungan kerja bagi pihak pekerja/buruh akan 

memberi pengaruh psikologis, ekonomis, financial. Sebab: 

a. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja bagi pekerja telah 

kehilangan mata pencahariannya. 

b. Untuk mencari pekerjaan yang baru sebagai penggantinya harus 

banyak mengeluarkan biaya. 

c. Kehilangan biaya hidup untuk diri dan keluarganya sebelum mendapat 

pekerjaan yang baru sebagai pengganti. 
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Menurut Pasal 1 angka 25 UU No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan :“Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan 

kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 

kewajiban antara pekerja/buruh dang pengusaha.” 

Dengan demikian pemutusan hubungan kerja merupakan segala 

macam pengakhiran dari pekerja/buruh. Pengakhiran untuk mendapatkan 

mata pencaharian, pengakhiran untuk membiayai keluarga dan masa 

pengakhiran untuk biaya pengobatan, rekreasi, dan lain-lain. Oleh karena itu 

UU No 13 Tahun 2003 tidak mencabut UU No 12 Tahun 1964 tentang 

Pemutusan Hubungan Kerja di perusahaan swasta karena UU No 12 Tahun 

1964 merupakan hukum formal atau cara penyelesaian perselisihan-

perselisihan pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta. UU No 12 

tahun 1964 tersebut dicabut dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-Undang No 

12 Tahun 1964 hanya mengatur masalah pemutusan hubungan kerja 

diperusahaan swasta, sedangkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.tersebut 

dalam Pasal 150 ditentukan bahwa ketentuan mengenai pemutusan hubungan 

kerja yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi pemutusan 

hubungan kerja yang terjadi dibadan usaha yang berbadan hukum atau tidak, 

milik orang perseorangan,milik persekutuan atau milik badan hukum, baik 

milik swasta maupun milik Negara maupun usaha-usaha sosial dan usaha-

usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan 

membayar upah atau imbalan dengan bentuk lain. 
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B. Penelitian terdahulu 

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan 

penelitian terlebih dahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap 

tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian 

penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian 

yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khikmatul Fikriyah, 2021 dengan judul 

penelitian Peranan Mediator dalam Proses Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja pada masa Covid 19 Provinsi 

Sumatera Utara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka didapat 

beberapa temuan bahwa Pejabat Fungsional Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Sumatera dengan tipe Mediator Autoritatif mediator yang bekerja di instansi 

pemerintah mencari penyelesaian perselisihan adil yang memiliki peranan 

dalam melakukan pembinaan kepada tenaga kerja yang terlibat perselisihan 

hubungan industrial, melakukan pengembangan hubungan 

industrial,pengembangan ini merupakan bimbingan teknis kepada pekerja dan 

pengusaha dimana mediator berperan sebagai narasumber. Kendala dalam 

Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu perselisihan yang 

tidak dapat terselesaikan oleh Mediator ialah perusahaan tidak hadir dalam 

siding mediasi merupakan kendala bagi mediator tersebut. Perbedaan 

penelitian ini pada penelitian terdahulu proses peneyelesaian sengketa 

industrial di masa covid 19, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

pada tahun 2023 
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2. Fetisia Laia, 2019 dengan judul penelitian Pandemi covid-19 Mempengaruhi 

Kinerja, Produktivitas, maupun Keuangan Perusahaan serta Kewajiban 

Pengusaha Untuk memenuhi kebutuhab biaya operasional. Pada penelitian 

yang penulis lakukan mengkaji tentang Efektifitas Peran Dinas 

Ketenagakerjaan Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Industrial  Tahun 

2023 Di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang 

Pandemi covid-19 Mempengaruhi Kinerja, Produktivitas, maupun Keuangan 

Perusahaan serta Kewajiban Pengusaha Untuk memenuhi kebutuhab biaya 

operasional 

3. Ajisaka Bagas Satyanagara tahun 2023 dengan judul penelitian Strategi Dinas 

Ketenagakerjaan Dalam Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Antara 

Pekerja/Buruh Dan Perusahaan Di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan 

Timur. Strategi yang dapat diterapkan pada penetrasi pasar Dinas 

Ketenagakerjaan adalah mempromosikan program-program terkait upaya 

pencegahan perselisihan hubungan industrial, mengajukan usulan terkait 

pemenuhan kebutuhan tenaga kerja mediator secara kuantitas maupun 

kualitas dan peningkatan kapasitas serikat pekerja dan pengusaha melalui 

penguatan kelembagaan dan sosialisasi.  

4. Rosmaneli tahun 2018 dengan judul penelitian Efektivitas Penyelesaian 

Perselisihan Perburuhan Hubungan Industrial Oleh Dinas Tenaga Kerja Di 

Kota Pekanbaru Melalui Mediasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa 

Pertama, diharapkan para pihak yang bersengketa, lebih memilih bentuk 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui jalur non litigasi 
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melalui mediasi. Kedua, dalam sidang mediasi yang berjalan lancar pihak 

Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru hendaknya menyediakan ruang 

khusus untuk mediasi agar efektivitasnya tetap terjaga sehingga kedua belah 

pihak dapat bertukar pikiran untuk menyatukan kedua kepentingannya. 

Sehingga mediator pun dengan mudah memutuskan hasil persidangan yang 

berjalan baik. 

5. Puji Hendro Prasetyo, 2023 dengan judul penelitian Peran Mediator Pada 

Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Dalam Menyelesaikan Perselisihan 

Hubungan Industrial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator 

Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang berhasil menyelesaikan kasus 

perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pihak 

pengusaha PT. Bangun Makmur Utama. Adapun kendalanya meliputi 2 faktor 

yaitu yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis meliputi adanya keterbatasan 

kewenangan mediator, hal ini dapat diupayakan dengan memberikan 

bimbingan dan pendapat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Hak 

akibat pemutusan hubungan kerja tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, hal ini dapat diupayakan mediator dengan menengahi perbedaan 

pendapat yang berkaitan dengan hak akibat pemutusan hubungan kerja. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau sosiologis , yakni 

penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan bagaimana hukum beroperasi di 

dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris berfokus pada perilaku (behavior) 

yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.
14

 

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan 

sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk 

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.
15

 

B. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan 

penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori 

yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori.  

C. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru di jalan Samarindah Nomor 29 Tengkerang 

Utara, Kecamatam Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau 28126. 

 

                                                           
14

 Ishaq, “Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi” (Bandung: 

Alfabeta, 2017) h 71.  
15

 Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek” (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)  h. 

15. 
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D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.
16

 

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah beberapa pihak yang 

bersangkutan dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial perusahaan pada 

tahun 2023. Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan bahan penelitian. 

Penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling. Purposive sampling 

merupakan teknik penentuan sampel dimana kelompok sampel tersebut memiliki 

syarat atau kriteria dalam penelitian. Alasan mengambil purposive sampling 

karena sesuai untuk digunakan dalam penelitian kualitatif atau penelitian 

penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Dalam penelitian ini yang dijadikan 

sampel terdiri dari 5 orang mediator dan 5 Perusahaan yaitu sebagai berikut: 

Tabel III.1 

 Populasi Penelitian 

No. Nama Populasi Populasi  Sampel  Persentase  

1 Mediator Dinas 

ketenagakerjaan 

5 5 100% 

2 Pihak yang 

berperkara 

20 5 25% 

Sumber: Dinas ketenagakerjaan, Pekanbaru 2023 

Berdasarkan tabel 3.1 populasi penelitian di atas, maka yang digunakan 

untuk sampel penelitian berjumlah 10 orang  

E. Sumber Data  

Data dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yang 

terdiri dari : 

 

                                                           
16

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rhineke Cipta, 2001) h. 79. 
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1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat 

atau narasumber yang berada di lapangan. Teknik pengumpulan data 

primer terdiri dari : 

1) Observasi, merupakan salah satu Teknik pengumpulan data dengan 

cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi 

penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan 

kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. 

2) Wawancara, merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan, tujuan berupa 

mengumpulkan keterangan tentang masalah-masalah terkait serta 

pendapat responden tentang suatu masalah. 

3) Studi Dokumentasi, adalah suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, 

tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang 

dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data kemudian ditelaah 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari 

masyarakat atau sumber pertama (narasumber), melainkan data diperoleh 

dari studi kepustakaan, yaitu melalui peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, teori-teori dari para ahli, artikel dan sumber baca-bacaan 

lainnya. Data yang digunakan pada data sekunder ini bersumber dari bahan 
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hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai 

otoritas atau bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat 

yang terdiri dari peraturan perundang- undangan, catatan-catatan resmi 

atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, 

dan putusan hakim 
17

, dan berikut ini adalah uraian dari bahan hukum 

primer yang digunakan :  

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan  

b. Undang undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial 

c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 tahun 2021 Tentang 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan 

Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder mencakup bahan-bahan yang memberi 

pengetahuan atau menjelaskan lebih mengenai bahan aturan primer, 

diantaranya jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun bahan lainnya yang 

dapat diperoleh melalui media cetak serta/atau online. 

 

                                                           
17

 Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h . 47. 
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3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, meliputi bahan yang dapat menyempurnakan 

bahan hukum primer serta sekunder, diantaranya kamus bahasa dan 

kamus hukum. Selain bahan hukum, dari penelitian ini juga digunakan 

hasil wawancara sebagai data pendukung bahan hukum. 

F. Metode Pengumpulan Data  

Metode untuk mendapatakan data yang akurat dan otentik dapat dilakukan 

dengan beberapa cara yaitu baik dengan mengumpulkan data primer maupun 

sekunder, melalui penyesuaian dengan pendekatan penelitian. Adapun teknik 

penngumpulan data primer dan sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Obeservasi 

Observasi, merupakan salah satu metode pengumpulan data yang 

akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengamati 

atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk 

mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah 

desain penelitian yang sedang dilakukan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang 

dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan arah 

pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan 

mengedepankan rasa kepercayaan sebagai landasan utama dalam proses 
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memahami dialog wawancara.
18

 Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan kepada para pengusaha, pekerja, dinas ketenagakerjaan Kota 

Pekanbaru,  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh 

dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi 

dalam kenyataan dan mendapat deskriptif yang relatif lengkap mengenai 

kehidupan sosial atau salah satu aspeknyaHasil dokumentasi dari 

penelitian ini berupa foto lokasi penelitian, foto dengan 

narasumber/informan, serta rerekam suara saat melakukan wawancara. 

G. Analisis Data 

Penelitian ini dilakukan dengan analisis data secara deskriptif kualitatif, 

yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan danmenggambarkan tentang 

peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang 

terjadi di masyarakat lalu diambil suatu kesimpulan.
19

 

                                                           
18

 Haris Herdiansyah, “Wawancara, Observasi, dan Focus Grups: Sebagai Instrumen 

Penggali”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.  31. 
19

 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta ; Universitas Indonesia 

Press, 2008), h. 22. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai beikut: 

1. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar  

pengadilan, hal ini berangkat dari pemikiran bahwa penyelesaian perkara di 

lembaga peradilan belum mampu menyelesaikan sesuai dengan harapan 

masyarakat. Dalam hal ini mediasi di lakukan pada Dinas Tenaga Kerja 

Kota Pekanbaru. Namun dalam pelaksanaannya mediasi yang di lakukan 

pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru masih kurang efektif dalam 

menyelesaikan perselihan tersebut. Hal ini di karenakan Dinas Tenaga Kerja 

Kota Pekanbaru Jumlah mediator yang sedikit serta sarana dan prasarana 

yang di rasa masih kurang mendukung. 

2. Dinas Ketenagakerjaan kota Pekanbaru terdapat kendala-kendala yang 

dihadapi mediator antara lain, berasal dari kurang aktifnya sikap pihak yang 

berselisih dalam proses mediasi itu sendiri, belum tersedianya sarana dan 

prasarana seperti ruangan khusus untuk sidang mediasi, sehingga dalam 

pelaksanaannya selama ini hanya menggunakan ruangan bidang, sehingga 

hal ini menyebabkan terganggunya waktu kerja pegawai lainnya karena 

ruangannya digunakan untuk mediasi. 
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B. Saran  

1. Bagi Dinas Ketenagakerjaan 

Di harapkan kepada Mediator agar lebih optimal dalam melakukan 

Mediasi, memang secara formal dengan terjadinya perjanjian bersama, 

perselisihan hubungan industrial telah selesai, sehingga mediator telah 

menjalankan fungsinya untuk membantu para pihak menyelesaikan 

perselisihan. Namun, disamping itu terdapat fungsi mediator untuk 

menegakkan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan untuk 

memberikan perlindungan kepada para pihak sehingga pekerja bisa 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang ada.  

2. Pihak yang berperkara 

Faktor pendorong efektifitas mediasi dalam penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial adalah adanya itikad baik dari para pihak. Selain 

mediator membantu para pihak agar keluar dari persengketaannya, para 

pihak juga harus mempunyai itikad baik dengan kesungguhan hati 

mengupayakan perdamaian dengan tidak bermaksud untuk memperoleh 

keuntungan yang lebih besar untuk menyelesaikan perselisihan mereka 

dengan perdamaian, para pihak mau menerima saran atau anjuran dari 

mediator.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

EFEKTIFITAS MEDIASI PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA 

PEKANBARU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN 

INDUSTRIAL 

 

Oleh   : Jefri Ardiansyah 

Kepada  : Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru 

 

1. Bagaimana prosedur dan tahapan mediasi yang diterapkan oleh dinas 

ketenagakerjaan? 

2. Sejauh mana peran mediator dinas ketenagakerjaan kota Pekanbaru dalam 

menyelesaikan sengketa hubungan industrial? 

3. Berapa kasus sengketa hubungan industrial yang berhasul diselesaikan 

melalui mediasi? 

4. Apa  faktor utama perselisihan sengketa hubungan industrial antara 

pekerja dengan perusahaan? 

5. Menurut saudara, apakah mediasi yang dilakukan mediator itu efektif 

dalam menyelesaikan sengketa hubungan industrial? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

EFEKTIFITAS MEDIASI PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA 

PEKANBARU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN 

INDUSTRIAL 

 

Oleh   : Jefri Ardiansyah 

Kepada  : Kuasa Hukum tenaga kerja 

 

1. Bagaimana peran dan keterlibatan kuasa hukum selama proses yang 

dilakukan mediasi? 

2. Apakah mediator memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak 

untuk menyampaikan argumen dan bukti bukti 

3. Apakah solusi yang dicapai melalui mediasi tidak melaknggar atau 

mengabaikan hak hak substantif klien? 

4. Menurut pandangan kuasa hukum, apakah mediator memiliki kompentensi 

yang memadai dalam menfasilitasi proses mediasi? 

5. Menurut pengalaman suadara kuasa hukum, seberapa efektif mediasi yang 

dilakukan oleh mediator finas ketenagakerjaan dalam menyelesaikan 

sengketa hubungan industrial? 
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